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Notaris dan PPAT adalah pejabat umum yang membuat Akta Otentik. Berdasarkan Pasal 15 ayat 2 huruf f
Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, seorang Notaris berwenang untuk membuat
akta yang berkaitan dengan pertanahan sehingga seorang Notaris juga menjabat sebagai PPAT. Seorang
Notaris yang merangkap juga sebagai PPAT dalam mengemban tugasnya dituntut untuk menghasilkan akta
yang bermutu. Artinya akta yang dibuatnyaitu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak para pihak yang
berkepentingan. Notaris/PPAT tersebut harus menjelaskan kepada para pihak yang berkepentingan tentang
kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnyaitu. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan
tipologi yang bersifat deskriptif dengan jenis data yang digunakan data sekunder dengan aat pengumpulan
data berupa studi dokumen.

Dalam penulisan tesisini penulis membahas mengenai Notaris/PPAT yang sudah menjalankan tugas dan
kewenangannya sesuai dengan UUJN, PP 37 tahun 1998, dan peraturan perundangundangan yang lain,
namun masih saja ada laporan ke Majelis Pengawas Notaris, dan gugatan ke Pengadilan Negeri. Karena
Notaris/PPAT tersebut tidak melanggar kode etik profesi, maka Notaris/PPAT tersebut tidak dikenakan
sanksi apapun oleh Mgjelis Pengawas Notaris ataupun oleh Kepala Kantor Pertanahan setempat.
<hr>Notary and Official Land Maker (PPAT) are public officials who made an authentic deed. Pursuant to
section 15 paragraph 2 letter f Constitution Number 30 of 2004 of Notary's profession, aNotary is
authorized to make the deed relating to land, so that the Notary has also served asthe PPAT. A Notary has
also served asthe PPAT , the duties required to produce a quality certificate. It means the deed that they
made is accordance with the rule of law and accordance with the will of the parties. Notary/PPAT haveto
explain to the parties about the truth of the contents and procedurs of the deed which they made. This
research is anormative juridical research with explanatory typology and the type of the datais secondary
data which is collected with the documentary study.

In thisthesis, author discusses about Notary/PPAT has been do their obligation and their authority
accordance the Constition Number 30 of 2004 about Notary's proffesion, Government Regul ations Number
37 of 1998 about Official Land Maker's Proffesion, and another legislation but there still areport violations
to Notary Supervisory Board and a lawsuit to state court. Because Notary/PPAT didn't violate the
proffessional code of ethics Notary, so the Notary/PPAT didn't get the legal sanctions from Notary
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Supervisory Board and from a head office of the land.



